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BAB IV\ 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kota 

Mojokerto 

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS kota Mojokerto 

dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lain yang menjelaskan 

tentang pengelolaan zakat. Yakni dimulai dari pengumpulan, pendistribusian 

dan pendayagunaan.  

1. Pengumpulan 

Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS kota 

Mojokerto dilakukan oleh bagian pengumpulan. Berdasarkan UU Nomor 

38 tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 

23 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, pengumpulan zakat terdiri 

dari zakat maal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah :  

a. emas, perak dan uang 

b. perdagangan dan perusahaan 

c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan 

d. Hasil pertambangan 

e. Hasil peternakan 

f. Hasil pendapatan dan jasa 

g. Tikaz 

Sejauh ini, pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di 

BAZNAS kota Mojokerto sudah sesuai dengan ketentuan yang 
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dijelaskan di peraturan perundang-undangan. Mulai dari siapa saja yang 

menjadi sasaran zakat, dan bagaimana prosedur pengumpulan zakat, 

infaq, dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 

Pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS kota 

Mojokerto cukup dimudahkan dengan adanya pilihan cara pembayaran, 

yakni dengan langsung mendatangi konter muzakki, jemput zakat oleh 

petugas, melalui UPZ dan juga via transfer. Sehingga muzakki tidak 

harus datang ke kantor untuk melaksanakan kewajibannya membayar 

zakat. Menurut Bapak Abdul Majid, badan pelaksana bidang 

pengumpulan, dari kesekian cara dala mpengumpulan zakat, cara yang 

paling banyak dilakukan adalah melalui UPZ, dan selanjutnya langsung 

melalui konter zakat.  Baik dalam hal zakat fitrah maupunzakat maal.  

Menurut beliau juga, saat ini yang masih menjadi fokus 

pengumpulan zakat maal pada BAZNAS kota Mojokerto adalah pada 

zakat pendapatan atau zakat profesi, belum pada zakat hasil 

perdagangan, hasil pertanian, atau hasil pertambangan.
1
 Pengumpulan 

zakat dibantu oleh UPZ yang tersebar di kota Mojokerto. Namun, saat 

ini yang menjadi UPZ zakat maal masih didominasi satuan kerja 

pemerintah daerah (SKPD) kota Mojokerto. UPZ yang dibentuk di 

Masyarakat masih sangat sedikit, karena memang yang menjadi fokus 

saat ini adalah para ASN kota Mojokerto. Meskipun demikian, di setiap 

                                                           
1
 Wawancara dengan Badan Pelaksana bidang Pengumpulan 
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masjid dan musholla di kota Mojokerto juga menjadi UPZ untuk zakat 

fitrah.  

Muzakki yang terdaftar di BAZNAS kota Mojokerto sebagian besar 

adalah PNS yang pelaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah dihimpun oleh 

UPZ. Masih sangat jauh perbedaan jumlah muzakki PNS dengan 

muzakki masyarakat. Bisa dilihat pada akhir tahun 2015 jumlah 

muzakki PNS atau yang dihimpun oleh UPZIS sebesar 2.228 orang, 

sedangkan muzakki masyarakat hanya 235 orang. Menurut Bapak Abdul 

Majid, perbedaan jauh tersebut disamping karena yang menjadi fokus 

saat ini adalah ASN, juga sosialisasi ke masyarakat yang masih kurang 

dan sudah adanya Lembaga Amil Zakat lain yang juga bisa menghimpun 

dana masyarakat.
2
 

Berikut adalah perkembangan jumlah muzakki dan perolehan zakat, 

infaq, shadaqah di BAZNAS kota Mojokerto pada akhir tahun 2015: 

Gambar 4.1 

Data Muzakki BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2009 – 2015 

 

                                                           
2
 Ibid. 
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2. Pendistribusian dan Pendayagunaan 

Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS kota Mojokerto juga 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada keputusan menteri 

nomor 373 tahun 2003 yakni mendahulukan orang-orang yang paling 

tidak berdaya dalam hal ekonomi dan mendahulukan mustahiq di 

wilayah masing-masing, dalam hal ini wilayah kota Mojokerto.  

Data mustahiq untuk pendistribusian zakat fitrah, setiap tahunnya 

selalu dilakukan validasi, bekerjasama dengan aparat kelurahan 

setempat. Pendistribusian zakat fitrah pun juga bekerjasama dengan 

aparat kelurahan dan jama’ah Al – Ummahat. dengan demikian 

pendistribusian zakat fitrah bisa tepat sasaran. 

Sedangkan untuk penditribusian zakat maal berdasarkan pengajuan 

masyarakat yang diajukan kepada BAZNAS kota Mojokerto. 

Selanjutnya dari pengajuan tersebut, akan dilakukan survey kelayakan 

menjadi mustahiq. Setelah ada persetujuan dari pimpinan untuk 

merealisasi bantuan, barulah msutahiq bisa mendapatkan bantuan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan.  

Dalam pelaksanaan survey di BAZNAS kota Mojokerto, sudah 

cukup efektif, meskipun kurang efisien dalam segi waktu. Petugas 

survey mendatangi satu persatu rumah calon mustahiq untuk melihat 

bagaimana keadaan tempat tinggal dan bagaimana kondisi keluarganya. 

Selain langsung mendatangi langsung rumah yang bersangkutan, 

petugas survey juga kerap kali mencari info yang berkaitan dengan calon 
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mustahiq kepada tetangga, ketua RT, ketua RW atau kelurahan untuk 

meyakinkan lagi bahwa calon mustahiq tersebut berhat atau tidak untuk 

mendapatkan bantuan.  

Dengan teknik survey yang demikian, memang sudah cukup efektif 

dalam menentukan mustahiq prioritas. Namun, teknik tersebut kurang 

efisien dari segi waktu. Petugas BAZNAS terkadang hanya bisa 

melakukan survey di 5-7 tempat dalam sehari. Menurut badan pelaksana 

bidal pendistribusian dan pendayagunaan Bapak M. Fathur Rohman, hal 

tersebut dikarenakan ada beberapa alamat yang tertera tidak memiliki 

nomor rumah, dan ada juga yang sudah pindah domisili tapi masih 

menggunakan alamat yang lama. Sehingga pencarian rumah yang 

bersangkutan membutuhkan waktu cukup lama. 
3
 

 

B. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Zakat, 

Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kota Mojokerto 

Penerapan sistem pengendalian internal di BAZNAS Kota Mojokerto 

dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di kepengurusan tahun 2010-

2014 belum sepenuhnya dilakukan oleh badan pengawas selaku badan yang 

bertugas dalam melaksanakan pengendalian internal. Sejauh ini jika dilihat 

dengan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, pengawasan 

yang dilakukan oleh pihak internal yakni badan pengawas pada 

kepengurusan yang lalu belum dilaksanakan dengan maksimal.  

                                                           
3
 Wawancara dengan badan pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan 
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Belum pernah ada pengendalian secara formal yang dilakukan oleh 

badan pengawas. Dalam artian pengawasan yang dilakukan sebatas melihat 

secara global, bahwa tidak ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan zakat, 

infaq, dan shadaqah. Belum ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis 

atau SOP untuk pengendalian internal. Sehingga tidak ditemukan pula bukti 

fisik berupa laporan telah dilaksanakan pengendalian internal oleh badan 

pengawas. Disamping itu, berdasarkan pemaparan koordinator badan 

pelaksana di kepengurusan yang lalu (2010-2014), pengawasan dan 

pengendalian dilakukan oleh koordinator badan pelaksana. Ketika ada 

sesuatu hal yang kurang sesuai dalam pelaksanaannya, koordinator badan 

pelaksanalah yang bergerak sebagai penghubung antara badan pelaksana 

dengan pengawas.
4
 Bisa juga dikatakan bahwa badan pengawas belum 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan job description yang telah disebutkan 

dalam peundang-undangan. 

 

C. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Zakat, 

Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kota Mojokerto Dilihat dengan 

Pendekatan Pengendalian Internal oleh COSO (Committee of Sponsoring 

Organization) 

Melihat dari kondisi BAZNAS kota Mojokerto di kepengurusan tahun 

2010-2014 dan dikorelasikan dengan komponen pengendalian internal oleh 

COSO, sebagian sudah memenuhi unsur dan komponen pengendalian 

                                                           
4
 Wawancara dengan koordinator badan pelaksana periode kepengurusan 2010-2014 
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internal, namun ada pula beberapa yang belum memenuhi. Komponen yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen 

pengendalian internal yang lain, dengan menciptakan dan menyediakan 

disiplin dan struktur. Yang termasuk dalam lingkungan pengendalian ini 

adalah terbentuknya struktur organisasi dan penetapan wewenang serta 

tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa BAZNAS Kota Mojokerto telah memiliki struktur organisasi 

yang jelas untuk memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. 

Hal tersebut juga didukung dengan adanya job description yang telah 

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat. Dengan adanya struktur orgaanisasi dan job 

description bisa dipastikan bahwa setiap lapisan organisasi 

melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan wewenang masing-

masing.  

2. Penetapan Risiko Manajemen 

Penentuan risiko sebenarnya merupakan unsur yang penting dalam 

sebuah organisasi. Dengan adanya penentuan risiko ini akan bisa 

diidentifikasi apa saja yang bisa mengancam pencapaian tujuan 

organisasi. Penentuan atau penetapan risiko dapat dimulai dari 

identifikasi risiko dan bagaimana penanganannya. 
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Pada BAZNAS kota Mojokerto belum dilakukan penetapan risiko. 

Di awal tahun, meskipun ada rapat program kerja, namun penetapan 

risiko belum dilakukan. Selama ini ketika ada ketidaksesuaian atau 

masalah yang terjadi, penyelesaiannya adalah dengan rapat pengurus. 

Hal ini menjadikan ketidakefisienan waktu dalam menghadapi 

permasalahan. Ketika sudah ada penetapan risiko, secara otomatis 

penyelesaian risiko yang akan terjadi juga sudah diketahui. Sehingga 

ketika permasalahan terjadi, sudah ada gambaran apa yang seharusnya 

dilakukan. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian berupa peraturan dan kebijakan yang telah 

ditetapkan dan digariskan untuk tujuan keberhasilan pengendalian. 

Aktivitas pengendalian bisa dilakukan dengan pendekatan manual dan 

pendekatan berbasis teknologi. Aktivitas pengendalian di BAZNAS 

Kota Mojokerto periode 2010-2014 mengacu pada peraturan perundang-

undangan yakni Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang 

Pengelolaan zakat serta Keputusan Menteri Nomor 373 tahun 2003 

tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999, yang didalamnya 

dijelaskan tentang tugas dan wewenang badan pengawas. Tugas dan 

wewenang dari badan pengawas adalah mengawasi kegiatan pengelolaan 

zakat, infaq, dan shadaqah mulai dari pengumpulan hingga 

pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan demikian, segala bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh badan pelaksana di BAZNAS kota 
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Mojokerto secara keseluruhan harus diketahui oleh badan Pengawas 

dengan adanya koordinasi langsung antara badan pengawas dan badan 

pelaksana di setiap bagian.  

Namun pada praktiknya selama ini badan pengawas pada periode 

2010-2014 belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Wuliyono, koordinator badan pelaksana lah 

yang melaksanakan pengendalian internal terhadap kinerja badan 

pelaksana yang selanjutnya dilaporkan kepada badan pengawas dalam 

bentuk laporan dan ketika ada permasalahan yang perlu didiskusikan.  

Pengendalian internal yang dilakukan oleh badan pengawas 

seharusnya bisa menggunakan pendekatan atau prosedur manual yakni 

pengendalian fisik yang berkaitan dengan sistem konvensional. 

Pengendalian fisik yang dimaksud terdiri dari beberapa unsur 

diantaranya kewenangan penanganan transaksi, spesialisai tanggung 

jawab, format dan penggunaan dokumen pekerjaan, pengamanan harta 

kekayaan, dan independenesi pemerikasaan.
5
 Dari unsur-unsur tersebut 

badan pengawas memantau kesesuaiannya dengan pengelolaan zakat, 

infaq, dan shadaqah. Ketika ada hal yang tidak sesuai, badan pengawas 

akan memberikan teguran dan memberikan masukan bagaimana yang 

seharusnya dilakukan.  

 

 

                                                           
5
 Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 63. 
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4. Sistem Informasi dan Komunikasi 

Dalam suatu organisasi dibutuhkan komunikasi yang baik ketika 

menerima suatu informasi atau akan memberikan sebuah informasi. 

BAZNAS telah memiliki sistem informasi sebagai sarana komunikasi 

yang biasa disebut dengan SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Di 

dalam sistem tersebut, bisa terlihat apa saja yang telah dicapai oleh 

bagian pengumpulan dan pendistribusian, mulai dari data muzakki atau 

mustahiq hingga jumlah pengumpulan yang diperoleh dan jumlah dana 

yang telah didistribusikan. Sistem tersebut juga yang menghubungkan 

BAZAS Kota Mojokerto dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan 

BAZNAS Pusat. Sehingga BAZNAS pusat juga ikut serta dalam 

memantau kinerja BAZNAS Kota Mojokerto. 

5. Pemantauan 

Pemantauan dalam pengendalian internal dilakukan untuk 

menemukan kekurangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal. Pemantauan ini bisa dilakukan oleh pihak internal 

atau eksternal organisasi atau perusahaan. Di BAZNAS kota Mojokerto, 

secara internal pemantauan seharusnya dilakukan oleh pimpinan. 

Sehingga ada evaluasi dalam kegiatan pengendalian internal. Namun di 

lapangan, pelaksanaan pemantauan belum terlaksana dengan baik. 

Karena selama kepengurusan periode 2010-2014 koordinator badan 

pelaksana lah yang melaksanakan pengendalian internal terhadap badan 
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pelaksanan yang selanjutnya dilaporkan kepada badan pengawas dalam 

bentuk laporan dan ketika ada permasalahan yang perlu didiskusikan.  

Sedangkan untuk pihak eksternal, belum ada pihak audit independen 

yang melakukan auditing di BAZNAS kota Mojokerto sejak BAZNAS 

Kota Mojokerto berdiri di tahun 2009. Bapak Wuliyono selaku kepala 

kantor menjelaskan bahwa hal tersebut belum pernah dilakukan karena 

pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota 

Mojokerto masih sederhana, belum sesuai dengan PSAK 109 tentang 

Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah.
6
 

Selama ini pihak eksternal yang dimaksud BAZNAS kota 

Mojokerto yang ikut mengawasi dalam hal penerima laporan triwulan 

dan tahunan BAZNAS Kota Mojokerto adalah Pemerintah Daerah 

(Walikota), DPRD, dan Masyarakat (Muzakki, Munfiq, dan Mushaddiq). 

Hal tersebut sudah menjadi kewajiban BAZNAS berdasarkan Undang-

undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB VI pasal 

19.  

Meskipun sudah ada pihak eksternal yang telah ditunjuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ikut mengawasi 

pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS kota 

Mojokerto, alangkan lebih baiknya jika dilakukan pula pengawasan oleh 

pihak audit independen. Sehingga tingkat akuntabilitas akan meningkat 

                                                           
6
 Wawancara dengan koordinator badan pelaksana periode kepengurusan 2010-2014 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78 
 

dan bisa menambah kepercayaan masyarakat kota Mojokerto akan 

profesionalitas BAZNAS kota Mojokerto. 

Selanjutnya, jika dilihat pada peraturan perundangan yang baru, yakni 

pada peraturan BAZNAS nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten/Kota, sudah dijelaskan lebih rinci tentang tugas dari Satuan 

Audit Internal sebagai Pengendali Internal. Peraturan tersebut dibuat oleh 

BAZNAS berdasarkan Undang-undang yang baru yakni Undang-undang 

nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam peraturan BAZNAS 

tersebut dijelaskan bahwa tugas dari satuan audit internal adalah 

melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit 

kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/kota. Sedangkan fungsi dari bagian 

ini adalah (a) penyiapan program audit; (b) pelaksanaan audit; (c) 

pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS; (d) 

penyusunan laporan hasil audit; dan (e) penyiapan pelaksanaan audit yang 

dilakukan oleh pihak eksternal.
7
  

Melihat tugas dan fungsi satuan audit internal tersebut, pemberian tugas 

dalam pengawasan dan pengendalian disebutkan lebih rinci dibandingakna 

dengan penjelasan tugas di perudang-undangan sebelumnya. Komponen 

pengendalian internal oleh COSO-pun, jika dilihat telah masuk secara 

keseluruhan ke dalam fungsi dari satuan audit internal. Mulai dari adanya 

                                                           
7
 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota, Bab III Bagian Ketiga Pasal 

48-49 
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lingkungan pengendalian, penetapan risiko, pelaksanaan audit, sistem 

informasi dan pemantauan. Bahkan tugas dari satuan audit internal ini tidak 

hanya sebagai audit internal yang mengaudit keuangan saja, tetapi juga 

sebagai audit meanajemen, yang artinya mengaudit atau mengawasi jalannya 

manajemen termasuk kinerja dari para pengurus dan karyawan BAZNAS.  

Namun, di kepengurusan BAZNAS kota Mojokerto yang baru pun 

sejauh ini masih belum dibentuk SOP untuk pengendalian internal. Masih 

sebatas audit dalam bentuk pengawasan. Meskipun memang kepengurusan 

yang sekarang ini masih belum sau tahun berjalan. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan jika pelaksanaan audit internal ini bisa dilaksanakan di awal 

jalannya kepengurusan yang sekarang. 

Sehingga, diharapkan di kepengurusan yang sekarang (2015-2010) 

pelaksanaan pengendalian internal lebih diefektifkan lagi, mengingat tugas 

dari satuan audit internal yang sudah dijelaskan secara spesifik di dalam 

peraturan BAZNAS nomor 03 tahun 2014. Jika digambarkan melalui bagan, 

jalannya satuan audit internal berdasarkan peraturan BAZNAS nomor 03 

tahun 2014 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 

Pelaksanaan Pengendalian Internal pada Pengelolaan Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah di BAZNAS Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan BAZNAS 

nomor 03 tauhn 2014 yang merupakan penjelasan dari Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah oleh peneliti berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, 2016 
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